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COBApumyakgnsewaﬁngkas.
seberapabe:pengamh sebuah aturan
masyarakat, baik secara individu,

kum berada di wilayah 'keharusan-ke-
‘wajiban". Pergerakan hukum sebagai
kebijakan politik pemerintahan, mem-
buat isu dan fatwa hukum kehilangan

“sakralitas’ di tengah-tengah realitas.
Inilah mengapa pemerintah setengah
hati mengeluarkan kebijakan sebagai
hukum, dan mas mulai apatis
terhadap kebijakan juga sebagai hukum.

‘Bagaimana sebenarnya posisi hu-
kum di mata masyarakat. Meskipun
dalam pembelajaran hukum Kita disi-
bukkan dengan pemaknaan hukum
secara formalistik, dan pemaknaan
hukum secara subtantif, Namun, negara

yang menganut asas legal formal, akan
menjadikan hukum sebagai "pedang
sakti" kebenaran dan menjadi otoritas
kebenaran. Sehingga, selain hukum,
maka semua salah (al ashlu fi al-asy
yaa'i al tahrim). Kekakuanpemahaman
hukum menjadikan gerak bangsa ini sa-
ngat terpaku pada sesuatu yang tertulis,
Kita dihadapkan pada suasana konser-
vatisme absolut yang berkepanjangan.

Padahal, masyarakat sudah mulai
menggeser paradigma pemahaman hu-
kumnya pada wilayah yang sangat elas-
tis. Masyarakat menginginkan hukum
yang hidup dalam kehidupan ini, bukan
hukum yang mengekang kehidupan.
Pergeseran positivis ke arah
utilitarian sudah sangat terasa. Masya-
rakat sudah mulai acuh terhadap hukum.
Dan masyarakat memaknai hukum seba-
gai kemanfaatan. Kesannya sangat
pragmatis, tapi pahami saja, prag-

masyarakat itu muncul sebab
perlakuan pemerintah terhadap rakyat-
nya yang juga pragmatis.

Maka, bijaklah kiranya kita mulai
menggeser pemnknm hukum dari
wilayah positivisme formal menuju
pluralisme. Menjadikan srate law
sebagai living law, sehingga aplikasi
hukum idealita bukan hanya di buku
(law in books). namun sudah menjadi
law in action. Hukum yang lndup di
tengah-tengah masyarakat orientasinya
adalah kepentingan. Masyarakat mulai
meninggalkan suasanan J:ilomﬁs
hukum tentang mengapa sesuatu harus
terjadi, tapi masyarakat sudah masuk
pada fase pertanyaan mengapa itu tidak
terjadi. Pergeseran inilah yang me-
nyebabkan masyarakat menyimpulkan

Hukum dan Pembelajar Hukum

depan. Doktrin positivisme mem
kaku berbangsa dan bernegara. H
sebagai panglima harus dimaknai luas

ir“'ii'aliya
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Ketiga, berupaya Keluar dan me-
Kita harus mencari tahu bagaimana |ihat hukum dari satu konteks, me-
keadaan para pembelajar hukum masa puju hukum yang bisa dilihat dan

t berbngm konteks. Go from disi-

plinary to transdisiplinary. Ketika
saw hukum lahir, bukan hanya ber-

Tidak sesempit jalan satu arah. Sebab manfaat untuk satu hal, namun

hukum hidup pada ruang sosial yang
sangat elastis gerakannya. Ketidak-
‘seimbangan gerakan hukum dengan
gerakan sosial, membuat hukum kalah
cepat dengan kebutuhan sosial.
Hukum sebagai panglima harus
dimaknai bahwa setiap penyelesaian
harus ada upaya peradi-
lan. Bisa sacara formal bisa juga non
formal. Kita mengenal lembaga arbi-
trase, kita mengenal upaya damai, me-
diasi dan lainnya. Dan itu juga meru-
pakan lembaga peradilan, penghaki-

8 Dalam hal ini ada tiga hal yang
penting untuk dilakukan para
lajar hukum masa depan, terkait
dengan pemaknaan hukum tersebut.
Pertama, para pembelajar hukum
juga disarankan belajar sosiologi. Hal
ini untuk menguatkan intelegensia
dan psikologi kemasyarakatan.
Sehingga hukum bukan hanya lahir
sebagai ikatan kuat, tapi menjadi ikatan
yang menguatkan sebab hukum bersatu
dengan kebutuhan. Hal ini nanti akan
meluaskan pandangan dari positvisme
formal menuju pluralisme. Para pem-
buat hukum dan pembelajar hukum
ya pendekatan sosial yang kuat.
S soati Mk b
tingan sosial.

dengan kepatuhan. Ini menjadi bu:s.

isasi kehidupan berbangsa dan
bernegira. Kewibawaan hukum bukan
lagi dipandang secara tekstual. Tapi
kewibawaan hukum bermain pada tang-
gungjawab hukum terhadap realitas
sosial.

' dari deduktif reasoning, menuju induk-

tif reasoning. Bukan membuat hukum
secara deduktif (kewibawaan) saja, tapi
melahirkan hukum yang sosnolog:s
Berdasarkan kepemingan dan kebutu

han masyarakat. Perlu kita pchmiiha'ﬁ-
wa kepentingan masyarakat bukan ha-
nya kebutuhan pangan yang materialis-
tik saja, tapi yang dimaksud kepen-
tingan masyarakat meny

dahan, pengayoman, pe‘ﬂindnngan.

_otoritas keberpihakan,

Sehingga afiliasi positif mas%mt

kembali hidup untuk memandang dan
mematuhi hukum sebagai kehidupan,
bukan lagi sebagai aturan.

(Bersambung ke hal. 30)

mampu menjadi bias baik pada be-
berapa hal lainnya. Kebijakan pe-
merintah tentang ekonomi, bukan
hanya membuat masyarakat mudah
secara ekonomi, namun mudah pa-
da transportasi, akomodasi, keamna-

nan, kenyamanan dan lainnya. Ke-
luar dari zona birokrasi kaku, me-
nuju birokrasi clastis. Bukan tanpa
birokrasi, tapi birokrasi yang fidak

mengabaikan kepentingan dan ke-
utamaan.

Tiga ini setidaknya menjadi g::
sar uj pergeseran
kumpaya kaku menjadi clastisitas
hukum. embangan zaman ini
membuat hu-

pergeseran

kum sebagai kewibawaan menjadi

hukum sebagai kebutuhan. Jika

hukum sebagai kebutuhan, maka hu-

kum harus dekat dengan kepenti-

ngannmsyurn_ku.banhdekmmw.
pengkajiannya sangat sosiologis.
Hukum bukan hanya bermakna
satu rumah, tapi adanya hukum
membuat kemanfaatan pada satu
kaum, Hukumbukanhanyabemnlm
pﬁa musalah, tapi kehadiran

ukum menjadi

%%mm
punkan dan janji
Tapn masyarakatsu mulai sadar,
pragmatisme politik menjadi bias
terhadap pragmatisme hukum, se-
lunggamasymkm sangg
tanam
1 yang o

menghasilkan

ah yang manis, tapi hanya sekedar
menghasilkan buah yang banyak,
belum tentu manis. Banyaknya hu-
kumdxlndonesmml.belwnmem-
buahkan sesuatu yang baik pa
syarakat, sehingga masy: mulm
mmggalkmhukmnyangbmyak
itu, karena " rasanya tidak manis".
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